KOMISI PEMILIHAN UMUM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 20 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN TERHADAP PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENYELESAIAN

Menimbang

Mengingat

PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 250 Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, menyatakan bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota  memeriksa ~dan  memutus pelanggaran
administrasi Pemilihan Umum dalam waktu paling lama 7 (tujuh)
hari sejak diterimanya laporan dari Badan Pengawas Pemilihan
Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

bahwa ketentuan tersebut pada huruf a telah diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44 Tahun 2008
tentang Pedoman Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi

Pemilihan Umum,;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b serta
berdasarkan perkembangan keadaan, perlu menetapkan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Terhadap Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pedoman

Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
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Memperhatikan

-0-

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4721);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4836);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4986)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 37 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang
Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009
sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 20 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44 Tahun 2008 tentang
Pedoman Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi

Pemilihan Umum;

: Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 19 Maret 2009;
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  TENTANG
PERUBAHAN TERHADAP PERATURAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN TATA
CARA  PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI
PEMILIHAN UMUM.

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44 Tahun 2008 tentang
Pedoman Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, diubah sebagai
berikut :

1. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 16

(1) KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memeriksa pelanggaran administrasi
Pemilu dalam waktu paling lama 4 (empat) hari sejak diterimanya laporan dari Bawaslu,

Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota.”

2. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 17

(1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengambil keputusan terhadap hasil
pemeriksaan pelanggaran administrasi Pemilu, paling lambat 3 (tiga) hari setelah selesai
pemeriksaan dokumen pelanggaran administrasi yang diterima dari Bawaslu, Panwaslu
Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (1).”

Pasal II
Untuk memudahkan dalam memahami dan menggunakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
ini, ketentuan perubahan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44 Tahun 2008

tentang Pedoman Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, disusun

dalam satu naskah.
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Pasal III
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2009
KETUA,
Ttd.

Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA.

-.Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
— Kepala Biro Hukum

W.S. Santoso
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